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ABSTRAK

RASYIDA FIKRI. 2020. Tata Kelola Penanganan Darurat Bencana Covid-
19 Di Kabupaten Sinjai. (dibimbing oleh Ansyari Mone dan Ahmad
Harakan).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Tata Kelola Penanganan Drurat
Bencana Covid-19 Di Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan
adalah deskriptif kualitatif yakni memberikan gambaran secara objekiif terkait
bagaimana keadaan sebenamya obj ang diteliti, dan tipe penelitian yang
digunakan adalah tipe fenomenolg / \-- n sumber data yang digunakan
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Good governance adalah tata kelola dalam suatu pemerintahan yang

meliputi penggunaan wewenang , dalam hal ekonomi, politik, serta
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teknologi yang memicu respon dari masyarakat. komunitas. individu
‘maupun lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas.

Penyakit korona virus 2019 : corenavirus disease 2019,

disingkat COVID-19) adalah penyakit ~ menularyang  dischabkan




oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis korona virus. Penyakit ini
mengakibatkan pandemi koronavirus 2019-2020.Virus Corona atau severe
acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang
menyerang system pemapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut
COVID-19, Virus  Corona atau Severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) pertama kali ditemukan di kota Wuhan,

i menular dengan cepat dan telah

gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus Corona.

Adapun Pandemi korona virus di Indonesia diawali dengan temuan
penderita penyakit  koronavirus 2019 (COVID-19) pada 2 Maret

2020. Hingga7 April 2020, telah terkonfirmasi 2.738 kasus positif




COVID-19, dengan 221 kasus di antaranya meninggal dan 204 kasus
sembuh. Kasus dinyatakan tersebar di 32 provinsi dari total 34 provinsi di
Indonesia.Sebanyak 50-70 orang ditempatkan di bawah pengawasan
setelah melakukan kontak dengan dua pasien COVID-19 pertama yang
dikonfirmasi. Jumlah ini termasuk mereka yang pernah mengunjungi

Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok. rumah sakit yang sebelumnya

merawat dua pasien se Ai n ke Jakarta Utara.Kasus positif

yang pertama kali ¢ an "Maret bukanlah orang
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dapat mengidentifikasi kluster-kluster secara lebih cepat. Beberapa saran

disampaikan kepada WHO, yakni meningkatkan mekanisme respons
darurat, termasuk meminta Indonesia segera mendeklarasikan situasi

darurat nasional, mendidik masyarakat dan berkomunikasi secara aktif




dengan menerapkan komunikasi risiko yang tepat, serta lebih
meningkatkan komunitas, lebih intensif melakukan pelacakan terhadap
kasus-kasus positif COVID-19, melakukan desentralisasi laboratorium
agar tim tanggap penanggulangan bisa dipetakan klaster dan penyebaran,
serta dapat membagi data detail tentang pendekatan yang dilakukan

Indonesia dan langkah

hingga Korea Selatan, ltalia, dan Iran; pendatang dari ketiga negara

tersebut harus memiliki sertifikat kesehatan yang valid. Meskipun
wisatawan dari Korea Selatan dibatasi, Indonesia masih mengizinkan

penerbangan dari negara tersebut.




Alat pemindai suhu tubuh disiapkan di setidaknya 135 gerbang

di bandara dan pelabuhan, serta lebih dari 100 rumah sakit disiapkan
dengan ruang isolasi. Mulai tanggal 4 Maret, MRT Jakarta juga memindai
suhu penumpang yang memasuki stasiun dan tidak memberikan akses
pada orang-orang yang memiliki demam tinggi. Setelah korban pertama
igakui bahwa mereka mengalami
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Indonesia. Kemen

juga menginstruksikan pegawainya yang berusia 50 tahun ke atas untuk
bekerja di rumah.Pada 16 Maret, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo memperbolehkan aparatur sipil
negara (ASN) untuk bekerja dari rumah sesuai dengan kebutuhan,




Dalam sidang kabinet terbatas pada 19 Maret 2020, Presiden Joko
Widodo memutuskan pemerintah akan mengimpor alat uji cepat korona
virus. Dari satu juta kebutuhan, sebanyak 500 ribu alat uji cepat melalui
darah telah diimpor oleh BUMN PT RNI dari Tiongkok dan telah masuk
di Indonesia secara bertahap sejak Kamis, 20 Maret.Alat uji cepat melalui

spesimen lendir juga dipesan pemerintah dari Swiss yang akan tiba pada

merawat 208 pasien dengan daya tampung sekitar 3.000 pasien.Lembaga
Tlmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menerbitkan daftar sementara produk

pembersih rumah tangga vang dapat digunakan sebagai disinfektan untuk




melawan koronavirus. Cara pengenceran untuk produk-produk tersebut
juga dijelaskan oleh LIPI,

Sudah seharusnya masing-masing pemerintah di daerah tingkat I1
dalam hal ini provinsi memberikan instruksi untuk melakukan pencegahan

dan antisipasi penyebaran virus covid — 19 yang dimana hal ini sudah jelas
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Pengawasan (PDP) .

Maka dengan ini peneliti tertarik meneliti tentang bagaimana
pengelolaan tanggap bencana darurat covid-19 yang dilakukan oleh
pemerintah kabupaten sinjai dalam hal ini judul di persempit menjadi




“Tata Kelola Penanganan Darurat Bencana Covid-19 di Kabupaten
Sinjai”.
B. Rumusan Masalah
Dari ulasan singkat mengenai latar belakang masalah yang telah

dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan suatu rumusan masalah

rat bencana COVID-19 di

2. Secara Praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pengetahuan bagi masyarakat luas dan pemerintah kabupaten sinjai
‘ dalam menangani Bencana COVID-19 di kabupaten Sinjai




masyarakat agar memiliki sikap yang positif terhadap peraturan
peraturan pengelolaan dalam penanganan Darurat Bencana COVID-
19 di kabupaten Sinjai yang ditetapkan oleh pemerintah daerah,
Bencana COVID-19




BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Tata Kelola dan Penanganan Covid-19 yang
pernah dilakukan yang relevan dengan penelitian ini antara lain :

Jurnal/Tesis/Skrip

Dalam Kebijakan

Publik Dari
Perspektif
Penanganan _
Covid-19 DKI
Jakarta

Judul Penelitian |

chchchch

han kolaboratif

N Cowvid-19 di

akarta sudah lima criteria yang
telah dipenuhi yaitu Nenworked
Stucture, Commitmeni to a
Cammon Purpose, Distributive
Accountability/Responsibility.

information Sharing, dan Acces
fo Authority. Hal ini
menunjukkan  bahwa  proses
proses pemerintahan kolaboratif
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di DKl  Jakarta  dalam
penanganan  Covid-19  belum
sepenuhnya  berjalan  secara
optimal dan efektif. Maka dari
itu, untuk mewujudkan
keberhasilan  pada  proses
pemerintahan kolaborauf dalam
penanganan Covid-19 di DKI
Jakarta  juga dibutuhkan
perspektif  good  governance.
Alasan perlunya perspektif good
ernanceadalah karena kurang
ifnya kinerja pemerintah
schagai  penyelenggara

\ blic  terhadap

masalah atau keluhan para




12

B. Konsep Tata Kelola

Tata Kelola Pemerintahan atau good governance secara umum ialah
yang menyangkut atau membahas tentang  pengelolaan  dan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan juga
dapat ditinjau dari segi fungsional pemerintah.

Good governance merupakan sebagai suatu penyelenggaraan

administrasi yang melibatkan aktor pemerintah, swasta dan masyarakat

untuk mewujudkan kepemerintahan yang bersih, efektif dan efisien.
(Hsiang, 2012). Beberapa bentuk atau indikator penting dalam tata

kelola pemerintahan vang perlu diperhatikan dan menjadi tata kelola -

L




i3

pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik dianggap
penting untuk kesejahteraan nasional atau biasa disebut Good Governance
sesuai dengan kesepakatan dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang
merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab negara. Baik dari
tanggung jawab kewenangan ekonomi. administrasi, dan kewenangan

politik yang dapat mengatur masalah sosial di negara tersebut, Dari tiga
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good governance pemerintah perluh di desentralisasi dan scjalan dengan
kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

kolusi, dan nepotisme.

L
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(Novianti, 2014)mengungkapkan bahwa good governanceyaitu
meliputi seluruh aspek kehidupan berupa hukum. politik, ckonomi dan
sosial. Good governance juga sangat berhubungan erat dengan
penyelenggaraan kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah
pola pelayanan diri birokratis elilis menjadi birokrasi populis. Dimana

,«A‘ a di luar negara dan birokrasi

“\P\i \I‘A S b 4
\\\\\ih,//é

kedua pemerintah yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan
efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional (Adisasmita,
2016)
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Good governance menghendaki pemerintahan dijalankan dengan
mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik. schingga sumber daya
negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai
tujuan sebesarbesarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan
negara. (Cadbury,1992 yang dikutip Media Akuntansi dalam (Zeyn, 2011)

Tata kelola pemerintahan 4 governance) adalah cara pembuat

. K A
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memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya.

Kemudian vang kedua yaitu kewajiban perusahaan untuk melakukan

pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, dan transparan

\
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terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan
stakeholder (Khairandy, 2008)

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara
pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan

masalah masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya

menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi akior yang menentukan.

I\

Disisi lain istilah Good governance menurut(Payana. 2018).
merupakan sesuatu vang sulit didefinisikan karena didalamnya terdapat
makna etis. Dalam artian bahwa sesuatu yang dipandang baik dalam suatu

masyarakat, namun bagi masyarakat lainnya belum tentu mendapat
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penilaian yang sama. Berbagai definisi Good governancelainnya adalah
scbagai berikut: "Good Govenance"  sering di artikan scbagai
"kepemerintahan yang baik". Adapula yang mengartikannya sebagai "tata
pemerintahan yang baik" dan ada pula yang mengartikannya sebagai
"sistem pemerintahan yang baik".

perlindungan hak-hak para pemegang saham. termasuk hak-hak

pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta

menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
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2. Transparency (Transparansi). Prinsip dasar transparansi menunjukkan
tindakan perusahaan untuk dapat memberikan informasi  yang
dibutuhkan oleh seluruh Stakehooldres. Prinsip ini diwujudkan antara
lain dengan mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat
waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan
keuangan. pengelolaan perusahaa dankepemlhkan perusahaan.

3. Accouniability (Pertan Pnrmp dasar Akuntabilitas

setiap unsure pemerintah harus memiliki dua etika individual dan social.

Kualita setika individual menuntut pelaksanaan birokrasi pemerintah

agar memiliki criteria kapabilitas dan loyalitas profesional. Adapun etik




social menuntut mereka agar memiliki sensitivitas terhadap berbagai
kebutuhan publik.

Good  governance berorientasi kepada suatu  proses, sistem,
prosedur dan peraturan yang membuat suatu entitas bertindak dengan
suatu kerangka atau panduan dalam rangka untuk mencapai tujuannya

dengan meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam penciptaan

memberikan antusiasme yang bersifat luas,

Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan,
baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia

schingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan




lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (Definisi
bencana menurut UU No. 24 tahun 2007).

Pengertian bencana dalam Kepmen No. 17/kep/Menko/Kesra/x/95
adalah sebagai berikut : Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa

yang discbabkan oleh alam. manusia, dan atau keduanya yang

//’ C'Iv \N 5
* e ' N

hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat kesehatan atau
pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar
masyarakat atau wilayah yang terkena. (Ferry Efendi dan Makhfudli,
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Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktik dalam Keperawatan,
(Salemba Medika, Jakarta : 2009)

Penanggulangan Bencana Menurut UU No. 24 Tahun 2007Dalam
prinsip-prinsip tata kelola penanggulangan bencana menurut UU No. 24
Tahun 2007, yang menjadi Tanggung jawab pemerintah daerah dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

o Taln 1!’) r:',éj
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diakibatkan oleh bencana. Praktiknya adalah dengan melakukan upaya-
upaya sistematis dalam menganalisis dan mengelola factor-faktor
penyebab bencana. Termasuk melalui penguangan kemungkinan

keterpaan bahaya, mengurangi kerentanan, memperbaiki kesiapsiagaan




terhadap kejadian bencana. Tujuan utamanya untuk mengurangi resiko
fatal dibidang social, ekonomi dan lingkungan. Resiko bencana dapat
diartikan sebagai kerugian potensi akibat bencana seperti nyawa, harta,
keschatan asset, mata pencaharian, layanan public dan lain-lain yang
terjadi kepada masyarakat pada waktu tertentu. Selanjutnya

ARAS 64

\\\\\‘?hr///

Pada saat tanggap darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana

(BNPB) menggunakan dana siap pakai yang disediakan oleh

pemerintah dalam anggaran BNPB

-
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D.  COVID-19

Virus Corona atau Severe acute respiratory syndrome coronavirus
2 (SARS-CoV-2) vang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah |
jenis baru dari corona virus yang menular ke manusia. Virus ini bisa |

menyerangsiapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa. lansia, ibu ‘
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SARS-CoV-2 menggunakan permukaan permukaan sel khususnya
‘ yang mengandung glikoprotein yang disebut "spike" untuk berhubungan
dengan ACE2 dan memasuki sel inang. Berat jenis ACE2 pada setiap

L
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jaringan berhubungan dengan tingkat keparahan penyakit. Diduga, bahwa
penurunan aktivitas ACE2 memberikan perlindungan terhadap sel inang
karena ckspresi ACE2 yang berlebihan akan menyebabkan infeksi dan
replikasi SARS-CoV-2. Beberapa penelitian, melalui sudut pandang yang
berbeda juga menunjukkan bahwa peningkatan ekspresi ACE2 oleh
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penulis yang digunakan sebagai pemandu dan petunjuk arah yang hendak
dituju berdasarkan teori yang ada maka kerangka dasar Konseptual yang

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
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KerangkaPikir
Tata Kelola Penanganan Darurat Bencana COVID-

19 Di Kab. Sinjai

!

Prinsip tata kelola Warsono dalam Purwani, T

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan penulis,
kemudian akan di deskripsikan seperti berikut ini:




pengelolaan penanganan darurat bencana covid -19
. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan

yang diambil oleh pemerintah setempat.

. Pertanggung Jawaban adalah segala bentuk keputusan atau kebijakan




BAB 11

METODE PENELITIAN

Waktu Dan Lokasi Penelitian
Adapun waktu dalam penelitian ini adalah dilakukan selama 3
Bulan . atau setelah adanya periginan penelitian yang telah dikeluarkan

A

Z . )
P

ﬂll/v&u D)

///

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk
menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu
dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai
dengan kondisi objektif dilapangan.Landasan teori dimanfaatkan sebagai
pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan Sugiyono

27




(2012). Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan
pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan
berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu peneliti

harus terjun dalam lapangan dalam waktu yang cukup lama.

enomenologi yang dimaksudkan untuk
ngenai masalah yang diteliti

2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperlukan
untuk melengkapi data primer yang di kumpulkan. Hal ini dilakukan




sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan.Data

sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

D. Informan Penelitian
Adﬂpmwklﬁkpmnmaninfurmmdalampen:ﬁﬁminibmdm

purposive sampling atau sengaja memilih orang-orang yang di anggap dapat
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E. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang relevan. penelitian ini menggunakan tiga

teknik pengumpulan data yakni
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1. Teknik Observasi

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara melakukan
pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah-masalah
yang terkait dengan tata kelola penanganan darurat bencana Covid-19
di Kabupaten Sinjai. Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian ini
untuk memperoleh keterangar ngan data vang lebih akurat dan

/\ an respoden dan kenyataan

il

e
R L g

Teknik ini merupakan pengumpulan data melalui dokumen-
dokumen atau buku-buku atau hasil-hasil penelitian yang relevan

dengan tata kelola penanganan darurat bencana Covid-19 di Kabupaten

Sinjai sehingga menunjang kerelevanan data.Metode dokumentasi
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digunakan untuk mengungkap serta melengkapi informasi yang erat
kaitannya dengan pokok dari permasalahan.

F. Teknik Analisis Data
Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini
dikemukakan oleh Mils dan Hurman dalam Aswad (2018 : 33) memiliki 3

V & L4/ Py
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)
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3. Penarikan kesimpulan (Conclussion Drawing)
kesimpulan.Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab
rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak. karena

T
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masalah dan rumusan masalah alam penelitian kualitatif masih bersifat
sementara dan berkembang setelah peneliti ada dilapangan.Kesimpulan
penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada
yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas

menjadi jelas,
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membandingkan apa yang dikatakan umum dengan apa yang dikatakan

pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.,




2. Triangulasi teknik
Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada
menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang

diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.




BAB 1V
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Data Sekunder
Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang

diperlukan untuk melengkapi data primer yang di kumpulkan. Hal ini

AR\

Mol (Leil Yang
W™y Y
\‘ N\ :II"U/ //
‘\\},\ ey

"/
‘/
M 1 tan var




35

Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan bahwa diawal pandemic
covid-19 di Kabupaten Sinjai yaitu diawali pada bulan April Tahun 2020,
yang dimana pada bulan selanjutnya yakni di bulan mei sudah terdapat
pasien yang positif terpapar Covid-19 di Kabupaten Sinjai yang berjumlah
5 orang kemudian disusul bulan-bulan berikutnya yang kian bertambah

FUnAan jumlah p&Si'EI] Covid-19

uni kembali meningkat
88 MURA AS

Qg’ 2NKASe /hﬂ \
AN “ip

HENICS\ ﬁ'ﬁ: Wy
RS\
S oL g

r
‘s,

= B .

orang pasien yang positif terpapar covid-19. Hingga memasuki awal bulan

di tahun 2021 menjadi angka paling fantastis selama pandemic covid-19 di

kabupaten Sinjai hingga memasuki angka 105 orang pasien yang positif

terpapar covid-19.

L
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2. Hasil Observasi Partisipan

Dari hasil Observasi Partisipan, Penulis mengungkap hasil penelitian
berdasarkan pengalaman yang telah dialami selama dalam proses
penelitian berlansung. Dimana pada awal penelitian untuk mematuhi

protocol kesehatan penulis diharuskan untuk melakukan serangkaian tahap

ada tangga f'l ber
7 %\\\\“ lh//// ®

A Yo %,

s - Yﬁ

D A2

Covid-19 sehingga harus dilakukan tindak lanjut dalam hal ini penulis
diberikan dua opsi untuk penanganan lanjutan. Opsi pertama adalah
dengan melakukan karantina mandiri dirumah dengan syarat dan ketentuan

yang berlaku dan opsi yang kedua adalah Isolasi di gedung perawatan




37

khusus pasien covid-19 yang bertempat di Hotel Sinjai. Langkah
selanjutnya adalah penjemputan pasien dilokasi kediaman (rumah) . pada
saat penjemputan oleh tim medis, tidak ada satu orang pun yang memakai
alat pelindung diri yang dimana pada saat itumereka berjumlah tiga orang.
Penulis sempat mempertanyakan mengenai kejanggalan ini bahwasannya
jika memang benar positif covid-19 mengapa tim dari dinas keschatan
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untuk karantina mandiri. 3 hari kemudian penulis kemabali mendapat
telefon masuk dari dinas kesehatan yang ingin menyampaikan bahwa bukti
hasil swab atau data hasil dari laboratorium telah ada dan siap untuk

diserahkan kepada penulis. Pada saat bukti tertulis itu sampai, barulah




penulis memutuskan untuk pindah ketempat isolasi. Pada saat sampai di
Hotel Sinjai yang dimana merupakan tempat rujukan pasien covid-19
untuk kemudian di isolasi dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Pada
saat memasuki gedung isolasi banyak hal yang sangat disayangkan. baik

dari fasilitas yang ada hingga tenaga medis yang bertugas dilokasi. tenaga

/ \t.\
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Deskripsi Objek Penelitian

Pada sub bab ini menyajikan tentang gambaran umum lokasi
penelitian dan bagaimana Tata Kelola Penanganan Darurat Bencana

Covid-19 Di Kabupaten Sinjai, serta menjelaskan tentang Tata Kelola

Penanganan Darurat Bencana Covid-19 Di Kabupaten Sinjai.

16” Lintang Selatan (LS) dan antara 1190 56° 30™ - 1200 25’ 33" Bujur
Timur (BT). yang berada di Pantai Timur Bagian Selatan Provinsi
Sulawesi Selatan dengan batas-bata

32 erikut;

a) Sebelah Utara berbatasan de paten Bone;




b) Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone:
¢) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba dan
d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa.
Penduduk kabupaten sinjai menurut struktur usia dimaksudkan
untuk mengetahui jumlah penduduk pada setiap kelompok umur

tertentu, terutama kelompok umur yang ada kaitannya dengan usia

sekolah, usia kerja Pengelompokan umur di

ri menurut kelompok

' \\\\"'h// 1

//» ,,.“ N
\\

tanggungan kelompok usia produktif.
Secara administrasi Kabupaten Sinjai terdiri dari 9 (sembilan)
kecamatan, dan sebanyak 80 (delapan puluh) desakelurahan.

Kahupaten Sinjai terletak arah timur dari Kota Makassar dengan jarak
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233 Km dari Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk
lebih jelasnya, wilayah administrasi Kabupaten Sinjai, dapat dilihat
pada tabel dan gambar berikut.

Tabel:4.1 Luas Wilayah Menurut Kabupaten Sinjai Dirinci Tiap

Nama
No | Luas Wilayah Jumlah
Kecamatan
% Kel/Desa
1 Sinjai 9
0
2 8
o
4 -
5
6 1
7 |8 6 6
()
8 B A 7
9 P. 4
AWa b .
upaten Sinj i a) dimensi wilayah, yakni -

wilayah laut/pantai, wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi.
Secara morfologi, kondisi topografi wilayah Kabupaten Sinjai sangat
bervariasi, yaitu dari area dataran hingga area yang bergunung. Sekitar

38.26 persen atau seluas 31.370 Ha merupakan kawasan dataran hingga

| N
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landai dengan kemiringan 0 - 15 persen. Area perbukitan hingga
bergunung dengan kemiringan di atas 40 persen, diperkirakan seluas
25.625 Ha atau 31,25 persen

Wilayah Kabupaten Sinjai didominasi oleh bentuk wilayah

perbukitan dan pegunungan. Meskipun demikian di wilayah ini tidak
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Kabupaten Sinjai
Badan Penanggulanagan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai
terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 32

Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah tentang
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pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Sinjai sebagai penjaaran dari amanah

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaran Penanggulangan Bencana.

5. Pengelolaan  administrasi umum  meliputi  ketatalakasanaan,

keuangan, kepegawaian dan peralatan.

6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang

penanggulangan bencana.




Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi
antara lain sebagai berikut:
1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
bidang penanggulangan bencana.
3.Membina dan menyelenggarakan pelaksanaan tugas di bidang

. 7

an Bencs "
iy

jaddll wl

Kabuapten Sinjai dalam mengupayakan usaha penanggulangan bencana
tetap melibatkan masyarakat. Sebab, masyarakatlah yang berhadapan
dan merasakan langsung dampak bencana. Oleh karena itu, sangat

penting membangun ketangguhan masyarakat Kabupaten Sinjai




ditunjukkan oleh kemampuan masyarakat dalam mengantisipasi,
menahan. beradaptasi, dan memulihkan. Ketangguhan merupakan
kebalikan dari kerentanan, di mana kedua konsep tersebut laksana dua
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Iu Peaauganan COVID-19 di
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benar dan mengacu kepada penggunaan sumber daya minimum untuk
menghasilkan keluaran yang telah ditentukan. Jadi diterapkannya dan
digunakannya pengelolaan itu karena ada sesuatu yang perlu dikelola yang

mana sesuatu itu memiliki tujuan yang telah ditentukan,




Bencana Covid-19 merupakan Wabah yang sangat meresahkan
seluruh warga masyarakat. Bukan hanya perihal penularan wabah yang
terbilang mudah namun juga berdampak pada kondisi kehidupan
kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu tata kelola penanganan darurat
bencana covid-19 ini guna meminimalisir penyebaran Covid-19 dan

menjaga kesejahteraan masyarakat ditengah pandemic Covid-19.
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19. Agar dalam penanganan bencana covid-19 dan stakeholder dan
Masyarakat sama sama bisa menjadi bagian yang mampu menanggulangi
bencana Covid-19 di Kabupaten Sinjai
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Dalam penanganan Covid-19 di kabupaten sinjai , dari segi
keadilan telah memenuhi aturan pemerataan pelayanan bagi masyarakat. Hal
ini dilihat dari berbagai kalangan masyarakat yang datang untuk tes swab
dan tes rapid secara gratis. N selaku Kepala bagian pengendalian dan
pencegahan penyakit, Dinas Keschatan Kabupaten sinjai mengatakan
bahwa:
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Sementara untuk kriteria pelayanan rapid test tersebut
diperuntukkan bagi ASN,POLRLTNI yang akan melakukan perjalanan
dinas keluar daerah dengan surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan

instansi, Dan criteria lainnya, pelajar dan mahasiswa yang akan




melaksanakan kegiatan pendidikan diluar daerah dengan menunjukkan surat
keterangan dari pemerintah desa.

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan DB mengenai pelayanan
Rapid tes dan Swab tes,

“Selama pandemi Ctmd—l? ini, untuk keperluan keluar daerah yang
ngaf rapid tes itu kita tmggnl mendaftar

s rapid secara gratis di Dinas
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sinjai dan hotel yang juga terletak dikabupaten sinjai sebelum dirujuk ke
kota Makassar untuk perawatan lebih lanjut bagi pasien yang dinyatakan
butuh untuk penindak lanjutan yang lebih serius. Misalnya jika ia terpapar
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covid-19 dan diiringi dengan penyakit bawaan yang dapat menjadikan
perkembangan virus covid-19 ini lebih pesat dan serius.
“Dalam alur rujukan penanganan covid-19 sinjai yang tertuang
dalam surat edaran hapak gubernur sulsel, secara jelas disampaikan

bahwa semua pasien konfirmasi positif baik PDP atau OTG
disatukan perawatannya di Makassar"IS "(25 oktober 2020).

Berdasarkan hasil waw 1s menunjukkan bahwa dalam
i : positif baik Pasien Dalam

penanganan pasien  yang 14l .
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dapat dilihat dari keterbukaan pemerintah dalam penanganan covid-19
menyangkut keadaan keuangan.

Menanggapi pertanyaan perwakilan masyarakat sinjai tentang sejauh
mana besaran anggaran yang di gunakan pemkab dalam menangani covid
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hingga saat ini,menanggapi hal itu badan keuangan dan asset daerah
(BPKAD) sinjai “R™ mengatakan bahwa :
“sebesar Rp 6.9 miliar. Itu belum termasuk dengan dana yang kami
salurkan sampai pertengahan juli ini karena pencairan terus kami
lakukan sesuai kebutuhan OPD teknis terkait penanganan Covid-19
"R (29 oktober 2020).

Adapun anggaran yang sudah tericalisasi ini kata R. telah di gunakan

penanganan covid-19 seperti
oprasional posko covid-19.
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system pengawasan yang efektif’ berdasarkan pembagian wewenang antara
seluruh stakeholder.Prinsip akuntabilitas ini dapat dilihat dari peran dan
tanggung jawab dalam pengelolaan penanganan darurat bencana Covid-

9 Prinsip akuntabilitas juga menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta
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mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan
manajemen.

Tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan dana Covid-19 agar
dapat dipergunakan secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan mampu

dipertanggung jawabkan. Pemerintah kabupaten Sinjai dalam pertanggung

jawaban Pengelolaan Bencana ni Bapak “HS" dari Kejari Sinjai
iliki iri ; akuntabilitas pengelolaan

\‘. ring vang dilakukan
(4
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Bencana Daerah (BPBD) mengatakan. bahwa pendampingan ini sangat
bermanfaat dalam rangka menciptakan akuntabilitas anggaran di Pemerintah
Daerah agar dalam pengelolaannya berjalan dengan baik, sesuai arah dan
kebutuhan pelayanan. Dan juga monitoring ini dimaksudkan untuk

mencegah adanya penyelewengan-penyelewengan hak-hak yang dilakuan
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oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. “A” dari Badan
Penanggulangan Bencana Daerah mengatakanbahwa.

“Pendampingan seperti ini kami sangat dibutuhkan schingga
langkah-langkah yang kami lakukan di perangkat daerah tetap pada
koridor hukum.Alhamdulillah tadi kita sudah perlihatkan
pertangggung jawaban yang kita lakukan, dari masukan dan saran
tidak ada hal-hal yang melanggar dari administrasi atau pertanggung
jawaban anggaran covid-19 ini,”A” (28 oktober 2020).

“Diskominfo dan Persandian Kabupaten Sinjai mendapatkan alokasi
dana Covid-19 scbesar Rp 261 juta dan Rp 181 juta. diantaranya
sudah terpakai atau terealisasi. Anggaran ini diperuntukkan untuk
kegiatan penyebarluasan informasi, jaringan internct dan kegiatan
publikasi keliling. .”IR (280kiober2020)
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Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah belum
sepenuhnya bertanggung jawab dalam tata kelola penanganan covid-19 di
kabupaten sinjai itu dapat dilihat dari ketidak sesuaian antara apa yang
dikatakan pada saat pemantauan (pendampingan) dan fakta yang terjadi
dilapangan, banyak fasilitas yang tidak sesuai dengan standar operasional

prosedur namun masih digunakan. Misalnya kamar yang dihuni oleh pasien
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meningkatkan efesiensi dan efek

di Kabupaten Sinjai. |
Hal ini juga dimaksudkan sebagai bentuk kesigapan pemerintah

dalam menghadapi pandemi covid-19 dikabupaten sinjai. Dimana jumlah

pasien terpapar covid-19 sangat rentan untuk meningkat disetiap bulannya




“Atas nama pemerintah Kabupaten Sinjai menetapkan status siaga
darurat untuk penyebaran virus corona. sebagai langkah siaga kita
sudah membentuk gugus tugas untuk pencegahan, salah satu aksi yang
kita lakukan adalah membentuk posko minimal 4 di darat dan 4 di laut
untuk memantau orang masuk dan keluar terkhusus bagi urang yang
sudah mendatangi dacrah yang sudah tertular virus corona” SG (30
Oktober 2020)

Pembentukan posko gugus tugas ini merupakan salah satu | angkah dalam
AN ndemic covid-19 ﬂikabupaten Si.-]'l.jﬂ.i,

merespon atau menanggapi benc: A

‘“\ ///'qlp‘\\\
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istansi pemerintah dalam menopang kelancaran aktivitas masyarakat.

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Pemerintah telah
merespon atau menanggapi bencana darurat covid-19 ini. ditandai dengan

pembentukan posko gugus tugas percepatan penangan cOvid-19 yang telah
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di bentuk baik didarat maupun dilau. Dan untuk pelayanan sendiri telah
dipacu kepada Organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan
terobosan-terobosan baru atau inovasi baru dalam proses pelayanan public

selama pandemi covid-19 dikabupaten sinjai.




BABY

KESIMPULAN DAN SARAN

A.  Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan diolah pada pembahasan

//wag\
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3) Accountability( pertanggung jawaban) bahwa pemerintah belum
sepenuhnya bertanggung jawab dalam tata kelola penanganan covid-19
di kabupaten sinjai itu dapat dilihat dari ketidak sesuaian antara apa

49
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yang dikatakan pada saat pemantauan (pendampingan) dan fakta yang
terjadi dilapangan, banyak fasilitas yang tidak sesuai dengan standar
operasional prosedur namun masih digunakan. Dan banyaknya

penanganan yang tidak safety atau tanpa alat pelindung diri.

4) Responsiviness (Tanggapan) Pemerintah telah merespon atau
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karena sejauh ini sesuai fakta dilapangan kebanyakan masyarakat yang
menganggap Covid-19 ini adalah Hoax

Pemerintah kabupaten Sinjai diharapkan agar bisa konsisten dan lebih

proaktif memberikan edukasi, pemahaman ke masyarakat terkait 4




pemberlakuan new normal ini dengan tetap menerapkan protokol
kesehatan.

Pemerintah kabupaten Sinjai agar kedepannya lebih mampu terbuka
perihal transparansi data, terkusus dalam konteks kepentingan untuk
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Lampiran :

Keterangan - Proses wawancara dengan Kepala bidan. penc ewihan dan

pengendlolian penyakit (Dinas Kesehatan Kabpaten Sinjai)

b1




.

B2

Keterangan : Proses wawancara dengan Anygota Badan Penanggulangan

Bencana [ acrah Kabupaten Sinjai (BPBD Kabup:ien Sinjai)
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DATA PANTAUAN COVID-19

KABUPATEMN SINJAI, 1 MEI-27 DESEMBER 2020
TILAARE R DanAs FASHA TAN A8 LiMial]

BEONTIRMAS POSINF & SEMELH
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